ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun
2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Dalam Melakukan
Pencegahan Terhadap Maraknya Judi Online Di Kabupaten Tulungagung Dalam
Perspektif Hukum Positif Dan Figih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten
Tulungagung)” ini ditulis oleh Muhammad Adiansyah Maulana, NIM
126103211086, dengan pembimbing Nurus Shobahah, M.H.I

Kata Kunci: Implementasi, Judi Online, Perspektif Hukum Positif Dan Figih

Siyasah

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya keresahan adanya beberapa situs
judi online yang terus menyebar di beberapa media social yang mengakibatkan
kerugian bagi yang terpengaruh dengan promosi tersebut. Oleh karena itu, peneliti
menganalisis perihal Satuan Tugas Pemberasantasan Perjudian Daring di

Tulungagung berdasarkan perpektif hukum positif dan figih siyasah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1.) Bagaimana
Implementasi Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan
Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan Terhadap
Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung ? 2.) Bagaimana implementasian
Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan Terhadap
Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif
dan Figh Siyasah?

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dan jenis penelitian
hukum empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data

kualitatif. Triangulasi digunakan untuk pengecekkan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Perjudian daring di Kabupaten
Tulungagung marak akibat faktor ekonomi, lemahnya pemahaman agama, dan

mudahnya akses teknologi. Aparat menanganinya melalui pendekatan preventif



seperti sosialisasi dan pemblokiran situs, serta represif melalui penegakan hukum.
Upaya ini sesuai dengan hukum positif dan figh siyasah karena bertujuan menjaga
ketertiban dan kemaslahatan umat. Satuan Tugas berperan penting dalam
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan secara terpadu.



ABSTRAK

Thesis entitled "Implementation of Article 6 of Presidential Decree Number 21 of
2024 Concerning the Online Gambling Eradication Task Force in Preventing the
Rampant Online Gambling in Tulungagung Regency in the Perspective of Positive
Law and Figh Siyasah (Case Study of Tulungagung Regency)" was written by
Muhammad Adiansyah Maulana, NIM 126103211086, with advisor Nurus
Shobahah, M.H.I

Keywords: Implementation, Online Gambling, Positive Law Perspective and Figh
Siyasah

This research is motivated by the concern about several online gambling
sites that continue to spread on several social media which results in losses for those
affected by the promotion. Therefore, the researcher analyzes the Online Gambling
Eradication Task Force in Tulungagung based on the perspective of positive law
and figh siyasah.

The formulation of the problem in this study includes: 1.) How is the
Implementation of Article 6 of Presidential Decree Number 21 of 2024 concerning
the Online Gambling Eradication Task Force in Preventing the Rampant Online
Gambling in Tulungagung Regency? 2.) How is the implementation of Article 6 of
Presidential Decree Number 21 of 2024 concerning the Online Gambling
Eradication Task Force in Preventing the Rampant Online Gambling in
Tulungagung Regency from the Perspective of Positive Law and Figh Siyasah?

The method used by the researcher is qualitative and the type of empirical
legal research. Data collection techniques in this study are observation, interviews,
and documentation. Data analysis techniques use qualitative data analysis.
Triangulation is used to check the validity of the data.

The results of this study indicate that: Online gambling in Tulungagung Regency is
rampant due to economic factors, weak understanding of religion, and easy access
to technology. The authorities handle it through a preventive approach such as

socialization and blocking of sites, as well as repressive through law enforcement.



This effort is in accordance with positive law and figh siyasah because it aims to
maintain order and the welfare of the people. The Task Force plays an important

role in coordinating and implementing policies in an integrated manner.
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